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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber peaerinegara yang
berlaku diberbagai negara. Dari hasil peneltian ungrkkan bahwa hampir semua
negara di dunia mengenakan pajak kepada wargaryealkdeberapa negara yang
kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagaber penerimaan utama
negara tidak mengenkan pajak. Tiap negara memuatupgn dan ketentuan dalam
mengenakan dan memungut pajak di negaranya, yaoghoya mengikuti prinsip-
prinsip atau kaidah-kaidah dalam perpajakan. Migalnaspek keadilan dalam
pengenaannya, adanya rasa nyaman bagi pembayky Ipegaran atau jumlah pajak
yang proporsional (efesien), mudah dalam pemungytasecara administrasi dan
mekanisme perpajakan. (Liberti Pandiangan, 2007:65)

Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar gamga dalam
mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap. t&bnodisi itu tercapai ketika
harga minyak bumi yang berfluktuasi di pasar iraeronal dalam kurun waktu relatif
panjang pada awal dekade 1980-an. Fluktuasi hdtgdeiah membuat struktur
penerimaa negara yang saat itu sangat mengandad¢kearimaan dari minyak bumi
dan gas alam (migas) tidak bisa diandalkan lagilukésinambungannya. Dari aspek
budgetting, bila penerimaan andalan dari migas tetap dipeniedn saat itu, maka

akan dapat merusak tatanan atau struktur penerimegara di APBN. Akibatnya,
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pelaksanaan pembangunan nasional yang telah di@kera dan diprogramkan di
berbagai bidang, dan membutuhkan biaya saat #a, jadi tidak dapat dilaksanakan
sesuai dengan rencana (program pembangunan). t{iaediangan, 2007:67).

Ditelaah dari struktur penerimaan negara yang adsP&8N saat itu, hanya
penerimaan yang diperoleh dari pajak yang palinghomgkinkan dan layak untuk
dibangun dan dikembangkan sebagai suatu penerima@gara yang
berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah menganshij&kan dangan melakukan
reposisi andalan bagi penerimaan negara yakni rdagas menjadi pajak. Untuk
mendukung reposisi penerimaan andalan ini agaralbarjdengan baik, maka
dilakaukan berbagai langkah perubahan pada sele¢grajgkan terutama yang
bersifat fundamenta{Liberti Pandiangan, 2007:67).

Membangun fondasi perpajakan yang baik sebagai supgmerimaan negara
yang layak dan dapat diandalkan maka untuk pertdrabnya dilakukan
pembaharuan sistem perpajakan nasional melalurmef pajak tax reform).
Pembaharuan ini dimulai dengan membuat UU Perpajajang UU sebelumnya
dipandang sudah tidak terlalu penting lagi, daakidesuai terhadap perkembangan
zaman dan perekonomian nasional. Dilakukan perubatas sistem perpajakan
untuk penetapan dan pemungutan pajak, yakni dstesyoffical assesment menjadi
self assesment. Perubahan juga dilakukan atas kinerja dan kelersgkapknologi
informasi yang digunakan untuk mengelola dan mesgwokegiatan perpajakan

secara menyeluruh. (Liberti Pandiangan, 2007:68).
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Padaofficial assessment system, besarnya pajak terutang WP ditentukan
sepenuhnya oleh fiskus selaku pemungut pajak, gk&dan definisi dari self
assesment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi lkeysan kepada
WP untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajizan hak perpajakannya.
Salip dan Tendy Wato (2007) menyatakan bahwa sdjakrlakukannyaSelf
Assesment System dalam perpajakan Indonesia, maka WP diberikan kegaan
secara penuh untuk menghitung, memperhitungkan e@nglan melaporkan sendiri
atas kewajiban perpajakannya, sehingga sistem jp&gmaini sangat memerlukan
kejujuran dari WP dalam menghitung pajak terutamg dharus dibayar melalui
pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Kejujuran pahen kewajiban perpajakan
dalam hal menghitung pajak dibutuhkan dalsaii assessment system, karenanya
dibutuhkan kepatuhan pajak dalam koridor pemenidearajiban perpajakan dengan
benar.

Konsep modernisasi pajak berupa pelayanan primgpdagawasan intensif
dengan pelaksanaamgood governance memiliki tujuan untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap administrasi pé&graj Dengan adanya
modernisasi perpajakan, tingkat produktivitas peggvajak dan tingkat kepatuhan
pajak (tax compliance) akan meningkat. Oleh karena itu, modernisasi pekpa
akan berpengaruh langsung terhadap peningkatanripea@ pajak yang dapat
digunakan untuk membiayai seluruh atau sebagiararb@g®BN. (Veronika

Sukamto:2009)
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Tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, murah, damatakmerupakan
harapan masyarakat, demikian juga dengan perpajakaink mendukung hal ini,
kondisi administrasi perpajakan yang baik merupakaatu persayaratan. Dalam
keterbatasan diberbagai hal, yakni sarana danrpresaSDM, teknologi, dan sistem
informasi, maupun dana yang tersedia, dari peaelitiapat diketahui bahwa pada
saat itu kondisi administrasi perpajakan kita dugalayanan perpajakan di suatu
kantor dilakukan di beberapa seksi (berdasarkais jgsmak), sehingga masyarakat
terkadang harus berhubungan dengan beberapa s&ksiterkait, akses atau
perolehan informasi perpajakan dan ketentuannya ygirasakan sulit, sehingga
kondisi ini membuat tingkat pemahaman masyarakatgerwai perpajakan menjadi
kurang atau bahkan tidak sama sekali, proses kang dilakukan secara umum
masih secara manual, sesui dengan sarana kerjadig@makan, untuk mendaftarkan
diri sebagai wajib pajak, masyarakat harus datangRP. Padahal, bisa saja karena
masalah kurun waktu menjadi tidak bisa datang, kéaana jaraknya ke KPP jauh
sehingga masyarakat enggan untuk mendaftar, pemavayajak di bank presepsi
yang banyak dikeluhkan masyarakat, karena terkag@mgkerja untuk melayani
pajak sangat terbatas, pelaporan pajak yang didakukelalui sarana SPT harus
disampaikan langsung ke KPP atau dikirim melalus, pgehingga membutuhkan
waktu dan biaya, terdapat beberapa unit kerjaka#rDJP sebagai unit pelaksanaan
teknis (UPT) yang melayani masyarakat, yakni KPRyntir Pelayanan PBB
(KPPBB), dan Kantor Pemeriksan dan Penyidikan Pdl&krikpa). Keberadaan

beberapa unit kerja ini bisa menimbulkan dikotoraladh pelayanan berdasarkan
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jenis pajak, organisasi di setiap unit kerja bashgnis pajak, sehingga terkesan
adanya dikotomi pelayanan antarjenis pajak, sisteformasi yang diterapkan

cenderung terbatas kepada kebutuhan pelaporanh&aalt@s data dan informasi
yang ada dalam sistem, perlu dijadikan sebagairbantuk kegiatan lain, seperti

untuk kegiatan lain, seperti untuk ekstensifikasi thtensifikasi maupun optimalisasi
pemanfaatan data perpajakan (OPDP) lainnya, sdemarasarana kerja yang masih
terbatas sebagaimana umumnya instansi pemerintahingga mempengaruhi

optilamalisasi pelayanan. Belum adanya standataperipegawai dan budaya kerja
profesional dalam melaksanakan tugas, sehinggauktivilas pegawai masih harus
ditingkatkan lagi. (Liberti Pandiangan, 2007:5)

Kondisi  seperti diatas, membuat DJP perlunya péaitag
profesionalismenya. Adapun cara untuk meningkatbafiesionalisme DJP adalah
dengan cara membuat program reorganisasi DJP bekdasfungsi dan kelompok
WP, program peningkatan kemampuan pengawasan dabirm@an oleh Kantor
Pusat/KANWIL DJP, program penyusunan kebijakan hartwuk manajemen SDM,
program peningkatan mutu sarana dan prasarang Resgram penyusunan rencana
kerja operasional. (Siti Kurnia Rahayu, 2009:118)

Profesionalisme pegawai Ditjen Pajak masih perlu banyak ditingaatkHasil
survai dari pihak ketiga yang antara lain dilakul@deh Hay Group Consultant
terhadap pendapat wajib pajak menunjukkan DirjefakPanempunyai kelemahan
pada SDM, sosialisasi ketentuan, dan distorsi padseriksaan pajak. Kelemahan ini

diperkuat dengan banyaknya surat-surat masuk yagmgemukan penegasan lebih
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lanjut. Salah satu yang menjadi penyebab kelemahearber daya manusia adalah
target penerimaan yang merupakan gatessure tersendiri sehingga mendorong
tenaga-tenaga terampil diarahkan ke hal-hal yamgifaeteknis. Akibatnya, fungsi
lain yang tidak kalah penting seperti penyuluhaemmsesan data, perencanaan
pegawai dan penyusunan konsep aturan mengalamakbdekurangan baik dari sisi
jumlah maupun kapasitas sumber daya manusianyde(Rauparman, 2008).

Kurangnyaprofesionalisme DJP tersebut, menandakan bahwa pelaksanaan
pajak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan batkkli DJP mengatasi dengan
mengupayakan pembentukan kantor wajib pajak b&ara memberikan pelayanan
dan pengawasan yang lebih baik terhadap wajib phggar yang memberikan
konstribusi yangelative besar terhadap penerimaan pajak, DJP membentuiorKan
Wilayah dan KPP Wajib Pajak Besar. Pada KPP WajbkBesar tersebut dibentuk
Account Representative (AR) yang bertujuan untuk mengetahui segala tindkéh,
ruang lingkup bisnis, dan segala sesuatu yang iv@nkdengan hak dan kewajiban
perpajakan wajib pajak yang diawasinyanoving your taxpayer) dan pelayanan
kepada wajib pajak dapat dilakukan secara tuntda patu meja. (Raden Suparman,
2008).

Salah satu ciri khas dari Sistem Administrasi Bgan adalah
adanyaAccount Representative (AR) yang melaksanakan tugas-tugas pengawasan
terhadap pelaksanaan kewajiban oleh wajib pajak rdalayani penyelesaian hak
wajib pajak, jika wajib pajak memerlukan informaatau hal lainnya terkait

pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. SghiAgcount Representative
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berfungsi sebagai jembatan atau mediator antari \wajak dengan KPP. (Raden
Suparman, 2008).

Account Representative bertugas di setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi
sebagai gugus depan organisasi Direktorat Jen@eajak, Account Representative
dipandang perlu untuk menetapkan rumusan tugatadggung jawab. Dengan tugas
dan tanggung jawab yang diemban, sefapount Representative harus profesional
dan memilikiknowledge, skills, danattitude yang telah distandardisasi.

Kinerja Account Representative menurut Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
(2008) dapat dilihat dari kualitas pelayanan, ketlk pegawai, tugas dan tanggung
jawab pegawaiAccount Representative terhadap wajib pajak, tanggung jawab
Account Representative terhadap atasannya.

Menurut KANWIL kota Bandung bahwa kinerjaccount Representative
belum efektif. Hal ini dilihat dari tugas-tuga@scount Representative yang belum
terlaksanakan dengan baik. Seperti adanya pro@jédwwajak yang belum dip-date
oleh Account Representative karena satu orangiccount Representative harus
melayani wajib pajak pada beberapa kecamatan. @grz10)

Perubahan sistem administrasi perpajakan dapat ubahgpola pikir dan
perilaku aparat serta tata nilai organisasi selanggpat meningkatkan kinerja para

pegawai dan menjadikan DJP menjadi suatu instjtaisg profesional dengan citra
yang baik di Masyarakat. (Dewa Putu Gede Chrismga$a, 2008)
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Dikuatkan dengan teori yang menyatakan :
“Bahwa sentuhan modernisasi menghasilkan saranapdasena maupun sistem
informasi baru yang telah disediakan oleh DJP &watitas terhadap masyarakat
menjadi lebih baik dan yang paling utama adalalulgsgran perilaku pegawai yang
berdasarkan prinsip budaya kerja profesional dengambu-rambu kode etik
pegawai, yang siap untuk melayani masyarakat mawaijib pajak.”
(Liberti Pandiangan 2007:02)

Berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik untukgeehui lebih lanjut masalah ini
dan penulis hanya akan membahas mengenai Modsaiinfsdministrasi Perpajakan,
sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul :

“Analisis Atas Penerapan Modernisasi Administrasi Rrpajajakan dan

Implikasinya Terhadap Kinerja Kinerja Account Representative Pada Kantor

Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung”.

2. ldentifikasi dan Rumusan Masalah
2.1 Identifikasi Masalah
1. Kondisi administrasi perpajakan belum baik.
2. Profesionalisme DJP harus ditingkatkan.
3. Tugas dan tanggungjawa&zcount Representative belum terlaksana dengan

efektif.

2.2 Perumusan Masalah
1. Bagaimana penerapan modernisasi administrasi péspajpada Kantor

Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung.
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2. Bagaimana kinerjdAccount Representative pada Kantor Pelayanan Pajak
Wilayah Kota Bandung.

3. Bagaimana besar pengaruh penerapan modernisasiisilasi perpajakan
dan implikasinya terhadap kinerjac#unt Representative pada Kantor

Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung.

3. Maksud dan Tujuan Penelitian
3.1 Maksud Penelitian
Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkara daéngenai modernisasi
administrasi perpajakan dan kinesjaount representative.
3.2 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui penerapan modernisasi adminispagbajakan pada
Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui penerapan kinegecount representative pada Kantor
Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan nsageradministrasi
perpajakan terhadap kinem@acount representative pada Kantor Pelayanan

Pajak Wilayah Kota Bandung.
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4. Kegunaan Penelitian
4.1 Kegunaan Akademis
1. Bagi Peneliti
Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat befaa&n dan untuk
menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gamlaagsung tentang
Analisis Atas Penerapan Modernisasi Administrasirp&eakan dan
Implikasinya Terhadap KinerjAccount Representative pada KPP Wilayah
Kota Bandung.
2. Bagi Instansi
Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan ingtansi tentang
Analisis Atas Penerapan Modernisasi Administrasirp&eakan dan
Implikasinya Terhadap KinerjAccount Representative pada KPP Wilayah
Kota Bandung.
3. Bagi Peneliti Lain
Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbat@ampemikiran dalam
penelitian lebih lanjut dalam bidang yang samauyAnalisis Atas Penerapan
Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Implikasinjerhadap Kinerja
Account Representative pada KPP Wilayah Kota Bandung.
4.2 Kegunaan Praktis
Sebagai tambahan informasi mengenai Analisis AaseRpan Modernisasi
Administrasi Perpajakan dan Implikasinya TerhadapeKa Account Representative

di KPP Wilayah Kota Bandung, sehingga akan mengaih baik dan berkembang.
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berencana melaksamgk@nelitian pada Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Wilayah Kota Bandung. YaitBPKPratama Bandung

Bojonagara yang berlokasi di Jalan Ir. Sutami BagduKPP Pratama Bandung

Karees yang berlokasi di Jl. lbrahim Aji BandungPRK Pratama Bandung

Cibeunying JI. Punawarman, KPP Pratama Bandungd&scayang berlokasi di

JI.Soekarno Hata, KPP Pratama Bandung Tegalega lyarigkasi di Jl.Soekarno

Hata.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dinpdda Maret 2010 sampai

dengan Juli 2010.

Tabel 1.1

Waktu Penelitian

Tahap Prosedur

Bulan
Maret | April | Mei | Juni | Juli
2010 | 2010 | 2010 | 2010 2010

Tahap Persiapan:

1. Bimbingan dengadoserpembimbing

2. Membuat outline dan proposal skr

3. Mengambil formulir penyusunan skri

4. Menentukan tempat penelit

Tahap Pelaksanaan:

1. Mengajukan outline dan proposal ski
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2. Meminta surat pengan ke perusaha:

3. Penelitian di perusahe

4. Penyusunan skrif

Tahap Pelaporan

1. Menyiapkan draft skrig

2. Sidang akhir skrip

3. Penyempurnaan laporan skr

4. Penggandaan skri




